PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 7 TAHUN 1963
TENTANG
AKTIM TAS PERUSAHAAN DAGANG NEGARA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN CEKLARAS  EKONOM

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. bahwa unt uk nel aksanakan Dekl arasi BEkonom tertanggal 28 Maret 1963
perlu dianbil tindakan tindakan guna |ebih ne |ancarkan berjal annya
per dagangan;

b. bahwa dalam rangka itu perlu ditentukan suatu kebijaksanaan yang

nenungki nkan Badan P npi nan Uwum Perusahaan Dagang Negara dan para
Perusahaan Dagang Negara nenj al ankan tugasnya sesuai dengan Dekl ar asi
Ekonom tersebut;

C. bahwa untuk nenccapai tujuan itu kepada Badan P npinan Uum -
Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan Dagang Negara perlu
diinstruksi kan nenjal ankan wewenangnya nasing-nasing sebagai nana
ditentukan dal am Peraturan-peraturan Penerintah tentang pendirian
Badan P npi nan Uhum - Perusahaan Dagang Negara dan para Perusahaan
Dagang Negara sedem ki an rupa rupa, sehingga para Perusahaan Dagang
Negara dapat bertindak |ebih |uas di banah pengawasan Badan P npi nan
Unum - Perusahaan Dagang Negara yang | ayak,

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Whdang-undang Dasar;

2. Pasal 4 ayat (2) UWidang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lenbaran-
Negara tahun 1960 No. 59);

Mendengar

Menteri Pertama dan para Vékil Menteri Pertama, Bidang D stribusi, B dang
Produksi dan dang Keuangan, Menteri Wusan Anggaran Negara, Menteri
Uusan Bank Sentral., Menteri Perindustrian Rakyat, Menteri Pekerjaan Umum
dan Tenaga, Menteri Pertanian, Mnteri Perburuhan, Menteri Perhubungan
Darat, Pos, Telekonmunikasi dan Pariw sata, Menteri Perhubungan Laut,
Menteri Perhubungan Udara, Menteri Koperasi dan Menteri Perdagangan pada
tanggal 16 Mei 1963,

Menut uskan:
Menet apkan :
Peraturan Presiden tentang Aktivitas Perusahaan Dagang Negara dal am rangka
Pel aksanaan Dekl arasi Ekonom .
Pasal 1.

Perusahaan Dagang Negara diberi wewenang yang luas hingga dengan
petunj uk dan pengawasan yang |ayak dari Badan P npi nan Uwm - Perusahaan
Dagang Negara, dapat nel akukan tugasnya atas tanggung-j anwab sendiri .

Pasal 2.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Badan P npi nan Whum - Perusahaan Dagang Negara nengawasi atas nana
Menteri Perdagangan admnistrasi, keuangan dan kegiatan konersiil
Per usahaan Dagang Negar a.

Badan P npinan Umum - Perusahaan Dagang Negara rmenilai perhitungan
tahunan managenent dan organi sasi Perusahaan Dagang Negara dengan
neni ti k- ber at kan kepada ef fi si ensi nya.

Badan Pinpinan Uwm - Perusahaan Dagang Negara tidak nengadakan
perwaki | an dengan nama apapun juga diluar Jakarta, sedang perwakil an
yang tel ah ada, pada waktu ini di hapuskan.

Pasal 3.

Perusahaan Dagang Negara bekerja sebagai kesatuan per dagangan yang
berwenang penuh untuk nenjal ankkan perdagang an dengan nenggunakan
nor na- norna dan effisiensi yang | azi mdal am per dagangan.

Segala peraturan, instruksi atau ketentuan, yang nengha |angi
kegi atan Perusahaan Dagang Negara untuk nenjal ankan tugasnya sesuai
dengan ayat (1) pasal ini yang berasal dari segal a i nstansi di daerah
dan lain-lain instansi diluar pinpinan Perusahaan Dagang Negar a,
tidak berlaku, sedang yang tel ah ada, pada waktu ini tidak berlaku
| agi .

Vkil Menteri Pertana Bidang D stribusi, setelah nendengar Menteri
Perdagangan, Menteri Perhubungan Laut dan Menteri Perhubungan Darat,
Pos Tel ekomuni kasi dan Pariw sata, dapat mnenetapkan peraturan untuk
nel ancar kan pengangkut an barang, nenyi npang dari ket ent uan- ket ent uan
yang ber | aku.

Pasal 4.

Ji ka kepada sesuatu Perusahaan Dagang Negara di beri kan tugas khusus,
yang nenuurut dugaan akan nmenyebabkan kerugian, naka Perusahaan
Dagang Negara yang ber sangkut an nenberi kan perhi tungan kerugi an itu,
di banah pengawasan Badan P npi nan Uhum - Perusahaan Dagang Negar a.

Tugas termaksud pada ayat (1) pasal ini hhanya dil aksana kan, jika
Wkil Menteri Pertana B dang Keuangan, setel ah nendengar Menteri yang
ber sangkut an, nenet apkan cara penut upan ker ugi an.

Pasal 5.

DCal am kebi j aksanaan perdagangan Perusahaan- per usahaan Dagang Negara
harus nenberikan prioritas kepada instansi Pene rintah, Perusahaan
Negara dan Koper asi .

Dal am cara penjual an Perusahaan-perusahaan Dagang Negara diberi
kebebasan yang sesuai dengan perdagangan yang sehat .

Pasal 6.



(1) Dari jumah kredit yang pada waktu sekarang di gunakan ol eh Perusahaan
Dagang Negara, sebagi an ditetapkan sebagai nodal ol eh Vkil Menteri
Pert ana dang Keuangan, setelah nendengar Vékil Menteri Pertana
Bidang D stribusi, Mnteri Perdagangan dan Menteri Wusan Bank

Sentral .
(2) Penarikan kredit ol eh Perusahaan Dagang Negara sel anj ut nya dil akukan
atas dasar konersiil, yaitu jamnan Penerintah.
Pasal 7.

Ji ka ternyata bahwa kewajiban | ai n kepada Penerintah dan kepada Bank-
bank Penerintah telah di penuhi, naka Vkil Menteri Pertama B dang Keuangan
atas usul Menteri Perdagangan, dapat nenbebaskan sebagian atas sel uruh
kewgj i ban penyet oran kepada Dana Penbangunan Senesta untuk sesuatu tahun
guna nenper kuat |ikw ditet Perusahaan Dagang Negara yang ber sangkut an.

Pasal 8.

Menteri Pertana, atas usul Menteri Perdagangan dan setel ah nendngar
Vékil Menteri Pertama dang Keuangan, nenetapkan peraturan perangsang,
yang penbeayaannya dapat dibebankan pada keuntungan perusahaan yang
bersangkut an, jika dapat dinyatakan bahwa perbandi ngan antara perputaran
(turnover) dan jumah kredit bank yang di gunakan serta perongkosan adal ah
bai k.

Pasal 9.
Peraturan Presiden ini berlaku nulai tanggal 27 Mei 1963.
Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

O tetapkan di Jakarta.
pada tanggal 22 Mei 1963.
Presi den Republ i k | ndonesi a,
ttd.
SUKARNQ

O undangkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 1963.

Sekretari s Negar a,

ttd.
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